
BAB   III 

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 

DENGAN SWAKELOLA 

  

  

  

A.      Ketentuan Umum 

1.   Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh pelaksana 

swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri dan/atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun 

tenaga upah borongan. Tenaga ahli dari luar tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari tenaga 

sendiri. 

2.   Swakelola dilihat dari pelaksana pekerjaan dibedakan menjadi : 

a.   Swakelola oleh pengguna barang/jasa  adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi 

sendiri oleh pengguna barang/jasa dengan menggunakan tenaga sendiri, dan/atau tenaga dari luar 

baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan; 

b.   Swakelola oleh instansi pemerintah lain non swadana (universitas negeri, lembaga penelitian/ilmiah 

pemerintah, lembaga pelatihan) adalah pekerjaan yang perencanaan dan pengawasannya dilakukan 

oleh pengguna barang/jasa, sedangkan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh instansi pemerintah 

yang bukan penanggung jawab anggaran; 

c.   Swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan yang perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah (kelompok masyarakat, LSM, komite 

sekolah/pendidikan, lembaga pendidikan swasta/lembaga penelitian/ilmiah non badan usaha dan 

lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah) dengan sasaran ditentukan oleh instansi pemberi 

hibah.  

  

B.      Pelaksanaan Swakelola 

1.   Swakelola oleh pengguna barang/jasa  

Dalam pelaksanaan swakelola perlu mengikuti ketentuan sebagai berikut: 

a.   Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan 

oleh panitia yang ditetapkan oleh pengguna barang/jasa dan menggunakan metoda pengadaan 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di dalam keputusan presiden ini, yaitu lelang/seleksi 

umum, lelang/seleksi terbatas, pemilihan/seleksi langsung atau penunjukan langsung; 

b.   Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir 

pekerja atau dengan cara upah borong; 

c.   Pembayaran gaji tenaga ahli tertentu yang diperlukan dilakukan berdasarkan kontrak konsultan 

perorangan; 

d.   Penggunaan tenaga kerja, bahan, dan peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian; 



e.   Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas 

penyimpanan; 

f.    Panjar kerja dipertanggungjawabkan secara berkala maksimal secara bulanan; 

g.   Pencapaian target fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu agar dapat diketahui apakah 

dana yang dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang dicapai, sedangkan pencapaian target non 

fisik/perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan; 

h.   Pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilakukan oleh pelaksana yang ditunjuk oleh pengguna 

barang/jasa, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.  

  

2.   Swakelola oleh instansi pemerintah lain non swadana 

a.   Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan 

oleh panitia dari unsur instansi pemerintah pelaksana swakelola yang ditetapkan oleh pengguna 

barang/jasa dan menggunakan metoda pengadaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di 

dalam keputusan presiden ini, yaitu lelang/seleksi umum, lelang/seleksi terbatas, pemilihan/seleksi 

langsung atau penunjukan langsung; 

b.   Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir 

pekerja atau dengan cara upah borong; 

c.   Pelaksanaan pengadaan yang menggunakan UYHD (uang yang harus dipertanggungjawabkan) 

dilakukan oleh instansi pemerintah pelaksana swakelola; 

d.   Pembayaran gaji tenaga ahli tertentu yang diperlukan dilakukan berdasarkan kontrak konsultan 

perorangan; 

e.   Penggunaan tenaga kerja, bahan, dan peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian; 

f.    Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas 

penyimpanan; 

g.   Panjar kerja dipertanggungjawabkan secara berkala maksimal secara bulanan; 

h.   Pencapaian target fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu agar dapat diketahui apakah 

dana yang dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang dicapai, sedangkan pencapaian target non 

fisik/perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan; 

i.    Pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilakukan oleh pelaksana yang ditunjuk oleh instansi 

penerima kuasa, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.  

  

3.   Swakelola yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat penerima hibah 

a.   Pengadaan barang, jasa lainnya,  peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan  

oleh penerima hibah; 

b.   Penyaluran dana hibah khusus untuk pekerjaan konstruksi dilakukan secara bertahap sebagai 

berikut:  



1)   50% (lima puluh persen) apabila organisasi pelaksanaan penerima hibah telah siap; 

2)   50% (lima puluh persen) sisanya apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh persen). 

c.   Pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana yang dikeluarkan dilaporkan secara berkala kepada 

pengguna barang/jasa;  

d.   Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh penerima hibah.  

  

  

  

C.      Pelaporan Pelaksanaan Swakelola 

1.   Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana 

lapangan/pelaksana swakelola kepada pengguna barang/jasa setiap bulan; 

2.   Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan oleh pengguna barang/jasa

kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen/Gubernur/Bupati/Walikota/Direktur Utama 

BUMN/BUMD terkait atau pejabat yang disamakan. 
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